BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2014

KPU. Dana Kampanye. Pemilu Presiden. Wakil
Presiden. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka merespon perkembangan pembentukan
Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta menyesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional wajib
membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh
KPU.
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(2) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye
tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota, maka wajib membuka dan melaporkan Rekening
Khusus Dana Kampanye.

(3) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari rekening
pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(4) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye
tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi
dengan surat pernyataan:

a. Pasangan Calon untuk Tim Kampanye tingkat nasional; dan

b. Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan untuk
Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
15A, yang berbunyi sebagai berikut:

15A

(1) Dalam hal Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota
dibentuk melewati tenggang waktu kewajiban membuka Rekening
Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota
wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat
3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

(2) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KPU/KIP Provinsi atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling
lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat
(7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A), sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional,
provinsi dan/atau kabupaten/kota mencatat dan melaporkan
besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang
bersumber dari perseorangan, mencakup:

a. nama;
b. tempat/tanggal lahir dan umur;
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